
 

SALINAN 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR 3 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG IZIN TEMPAT USAHA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaldanjuti Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan 
Korupsi, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 
Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan 
lzin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan lzin 
Gangguan di Daerah, serta Surat Menteri Dalam Negeri 
Nomor 503/6491/ SJ tanggal 17 Juli 2019 Hal 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di 
Daerah, maka Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dan 
Surat lzin Tempat Usaha (SITU) dapat dikategorikan dalam 
izin gangguan sehingga tidak dapat diterbitkan lagi oleh 
Pemerintah Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Tempat Usaha; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5879); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6215); 

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi 
Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan lzin Gangguan 
di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan 
lzin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 481); 

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66); 

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 98). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

dan 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 5 TAHUN 
2012 TENTANG IZIN TEMPAT USAHA. 

Pasal 1 

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Ditetapkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 23 Juni 2020 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

NURHIDAYAH 

Diundangkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 23 Juni 2020 

SEICRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

SLTYANTO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 3 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH:03,15/2020 

WAHJU WIDIAS I, S.H., L.L.M 
NIP. 19690112 199903 2 005 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR 3 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG IZIN TEMPAT USAHA 

I. UMUM 

Sebagaimana bunyi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 
503/6491/ SJ tanggal 17 Juli 2019 Hal Penyelenggaraan Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan di Daerah bahwa dalam rangka 
menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi 
Nasional Pencegahan Korupsi, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan lzin Gangguan di Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan lzin Gangguan di 
Daerah, sesuai Pasal 144 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa objek retribusi izin gangguan 
adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau 
badan usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian 
dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan 
usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan 
ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban 
lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja, 
sehingga apabila izin gangguan tidak dapat diterbitkan maka objek retribusi 
izin gangguan (HO / SKDU/ SITU) tidak dapat dipungut lagi. 

lzin gangguan sebagaimana dimaksud telah diintegrasikan dalam 
penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL sesuai Pasal 62 Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang 
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 
Tahun 2012 tentang Izin Tempat Usaha, diharapkan dapat memberi 
kemudahan berusaha (easy of doing business) di Daerah, sehingga terwujud 
iklim usaha yang kondusil 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup Jelas 

Pasal 2 
Cukup Jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 
NOMOR 108 
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